PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR
WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE

SKRIPSI

Oleh

Alim Kurniawan

NIM. 05040720029

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum
Surabaya

2024












[/‘q KEMENTERIAN AGAMA
\{ ﬁ ﬁ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
b/] PERPUSTAKAAN

UIN SUNAN AMPEL J1. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
SURABAYA E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama el 1006050 S ——
NIM : 05040720029

Fakultas/Jurusan : Fakutas Syariah dan Hukum / Hukum

E-mail address : alimkumiawan 13 @gmail. com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi [ Tesis [ Desertasi [0 Lain-lain (e )
yang berjudul :
Perlindungan Terhadap Data Pribadi Debitur Wanprestasi Dalam Pinjaman Online

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fullfext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2024

Penulis

(Alim Kurniawan)

Vi



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam
pinjaman Online adalah perlindungan hukum yang ditujukan bagi para debitur
wanprestasi. Pengaturan saat ini masih belum bisa mengakomodir sejauhmana
peraturan terkait memberikan perlindungan hukum kepada para debitur wanprestasi
yang data pribadinya disebar. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
adalah mengenai pengertian debitur wanprestasi dalam pinjaman Online dan
perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman
Online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
menggunakan bahan berupa sumber data-data yang telah diperoleh di lapangan
dengan metode wawancara atau interview narasumber. Bahan hukum yang diambil
dari Jurnal ilmiah, penelitian, buku, undang-undang dan kesimpulan diskusi
digunakan untuk menganalisis data primer. Analisis penelitian ini menggunakan
analisis data kualitatif, yang disebut data kualitatif adalah data yang tidak bisa
dinilai dengan angka secara langsung, maka dari itu setelah data primer dan data
sekunder berupa dokumen sudah tersusun selanjutnya penulis menganalisa
peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa Kkriteria debitur
wanprestasi dalam pinjaman Online yaitu: keterlambatan debitur membayar utang,
ketidakmampuan debitur membayar besaran jumlah utang tersebut dan Pengelolaan
Keuangan yang Buruk: Kurangnya perencanaan keuangan atau pengelolaan
keuangan yang buruk dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam
membayar pinjaman tepat waktu. Perlindungan hukum mengenai debitur
wanprestasi yang data pribadinya disebarluaskan dalam pinjaman Online belum ada
pengaturan secara spesifiknya, namun terdapat beberapa peraturan yang relevan
akan hal itu yaitu: Undang-Undang No. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Jransaksi Elektronik.
Dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selaras dengan penjelasan diatas, penulis merekomendasikan: Pertama,
pemerintah harus lebih menegaskan aturan dan sanksi yang lebih spesifik mengenai
perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman
Online, Kedua, para debitur janganlah takut ketika diperlakukan semena-mena,
ancaman, serta penyebaran data pribadi oleh para oknum pinjaman Online karena
penulis memberikan saran-saran perlindungan hukum yang dapat dipakai. Ketiga,
adanya sanksi jera terhadap para oknum pinjaman Online agar tidak melewati batas
terkait hak-hak para debitur.
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